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BAB II 

TINJUAAN KONSEPTUAL  

 

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perusakan  

1. Pengertian Tindak Pidana  

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana perusakan, terlebih 

dahulu perlu dijelaskan pengertianl tindak lpidana. Tindak pidanal atau delikl 

dalam bahasal Belanda disebutl strafbaarfeit, terdiril atas tigal kata, yaitul straf, 

baarl dan lfeit. Masing-masingl memiliki artil straf artinyal pidana danl hukum, 

baarl artinya dapatl dan lboleh, dan feitl diartikan sebagail tindak, lperistiwa, 

pelanggaran danl perbuatan.23 Tindakl pidana mempunyail pengertian yangl 

abstrak daril peristiwa-peristiwal yang kongkritl dalam lapanganl hukum lpidana, 

sehingga tindakl pidana haruslahl diberikan artil yang bersifatl ilmiah danl 

ditentukan denganl jelas untukl dapat memisahkanl dengan istilahl yang dipakail 

sehari-haril dalam kehidupanl masyarakat.24 

Istilahl tindak pidanal merupakan terjemahanl dari kalimatl “strafbaar 

lfeit” perbuatan yangl dilarang olehl suatu aturanl hukum laranganl dengan    

manal disertai ancamanl (sanksi) yangl berupa pidanal tertentu, bagil barang  

siapal yang melanggarl larangan ltersebut. Kitab lUndang-Undang Hukuml 

Pidana (KUHl Pidana) sendiri tidakl terdapat penjelasanl mengenai apal 

sebenarnya yangl dimaksud denganl strafbaarfeit itul sendiri.25 Tindakl pidana 

 
23 lKartonegoro, Diktat Kuliahl Hukum lPidana, Jakarta: Penerbitl Balai Lekturel 

Mahasiswa, l2005, hlm. l62. 
24 lAriman, M. Rasyidl & lRaghib, Fahmi., lHukum Pidana, lMalang: Setara lPress, 2016, 

lhlm. 58. 
25 Ibid, hlm. 58. 
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jugal dapat diistilahkanl dengan delikl yang berasall dari bahasal Latin yaknil kata 

ldelictum.  

Kamusl bahasa Indonesial mendefinisikan delikl adalah perbuatanl yang 

dapatl dikenakan hukumanl karena merupakanl pelanggaran terhadapl undang-

undangl tindak lpidana. Teguh lPrasetyo, delik yaitul perbuatan yangl melanggar 

hukuml dilakukan denganl kesalahan olehl orang yangl mampu bertanggungl 

jawab danl pelakunya diancaml dengan lpidana.26 Moeljatno menggunakanl 

istilah perbuatanl pidana yangl didefinisikan beliaul sebagai perbuatanl yang 

dilarangl oleh suatul aturan hukuml larangan manal disertai ancamanl (sanksi) 

yangl berupa pidanal tertentu, bagil barangsiapa melanggarl larangan ltersebut.27 

Istilahl tindak pidanal sebagai terjamahanl strafbaarfeit menunjukkanl 

pengertian lgerak-gerik tingkahl laku lseseorang. Seseorang untukl tidak 

lberbuat, akan tetapil dengan tidakl berbuatnya, orangl tersebut telahl melakukan 

tindakl pidana. Terkaitl kewajiban untukl berbuat tetapil tidak lberbuat, di dalaml 

undang-undangl menentukan padal Pasal 164l KUH lPidana, ketentuan dalaml 

pasal inil mengharuskan seseorangl untuk melaporkanl kepada pihakl yang 

berwajibl apabila akanl timbul lkejahatan, ternyata dial tidak lmelaporkan, maka 

ial dapat dikenail sanksi, sepertil diketahui istilahl strafbaarfeit telahl 

diterjemahkan kel dalam Bahasal Indonesia yangl menimbulkan berbagail arti, 

umpamanyal saja dapatl dikatakan sebagail perbuatan yangl dapat ataul boleh 

ldihukum, peristiwa lpidana, perbuatan lpidana, tindak lpidana. 

 
26 lPrasetyo, Teguh, lHukum Pidana, Edisil Ke-1, Cetakanl Ke-6, lJakarta: Grafindo 

lPersada, 2015, lhlm. 217. 
27 lChazawi, Adami, Pelajaranl Hukum lPidana, Jakarta: Rajal Grafindo lPersada, 2012, 

lhlm. 71. 
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Vanl Hamel mengartikanl strafbaar itul adalah samal dengan perumusanl 

Simons, tetapil Van Hamell menambahnya denganl kalimat bahwal kelakuan itul 

harus patutl dipidana. Jadil tindak pidanal adalah perbuatanl yang melanggarl 

hukum danl dapat dikenakanl sanksi bagil barang siapal yang lmelakukannya.28 

Pembentuk lundang-undang dalaml berbagai lperundang-undangan 

menggunakanl perkataan “tindakl pidana” sebagail terjemahan daril “strafbaar 

lfeit” tanpa memberikanl sesuatu penjelasanl mengenai apal yang sebenarnyal 

dimaksud denganl perkataan “tindakl pidana” ltersebut. Secara harfiahl 

perkataan tindakl pidana dapatl diterjemahkan sebagail suatu kenyataanl yang 

dapatl di lhukum. Akan ltetapi, diketahui bahwal yang dapatl di hukuml 

sebenarnya adalahl manusia sebagail pribadi danl bukan lkenyataan, perbuatan, 

ataupunl tindakan. 

Tindakl pidana ialahl suatu tindakanl pada ltempat, waktu danl keadaan 

tertentul yang dilarangl (diharuskan) danl diancam denganl pidana olehl undang-

lundang, bersifat melawanl hukum, sertal dengan kesalahanl dilakukan olehl 

seseorang (mampul bertanggung ljawab).29 Istilah lainl dalam bahasal Indonesia 

sebagail hasil pemikiranl ahli hukuml di lIndonesia, dalam menggantil “strafbaar 

lfeit” adalah perbuatanl yang dapatl dihukum, peristiwal pidana, perbuatanl 

pidana, danl tindak lpidana. 

Berdasarkanl beberapa pendapatl para ahlil tersebut dil atas, dapatl 

penulis simpulkanl tentang tindakl pidana yaitul tindakan ataul perbuatan yangl 

 
28 lSastrawidjaya, Sofjan, Hukuml Pidana Asasl Hukum lPidana, Jakarta: lArmico, 2015, 

lhlm. 113. 
29 lEffendi, Erdianto, Hukuml Pidana lIndonesia; Suatu lPengantar, Bandung: Rafikal 

Aditama, l2012, hlm. l99. 
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harusl memenuhi lpersyaratan-persyaratan ataul harus memenuhil atau 

mengandungl unsur-unsurl yang telahl ditetapkan danl digambarkan secaral rinci 

olehl ketentuan-ketentuanl hingga apabilal tindakan ataul perbuatan itul tidak 

memenuhil salah satul unsur ataul gambaran yangl ditetapkan olehl ketentuan 

lhukum, maka perbuatanl atau tindakanl itu bukanl tindakan lpidana. Jadi 

seseorangl dikatakan melakukanl tindak pidanal adalah adanyal perbuatan 

lhukum, perbuatan orangl tersebut sesuail dengan yangl digambarkan ketentuanl 

hukum, orangnyal harus dapatl dipertanggungjawabkan, perbuatanl itu 

bertentanganl dengan lhukum, dan orangnyal harus lbersalah.  

2. Pengertian Tindak Pidana Pengusakan 

Perusakanl dalaml hukuml pidana yangl dimaksudl adalahl melakukan 

perbuatanl terhadapl barangl orang lainl secaral merugikanl tanpa mengambill 

barangl litu. Pengrusakan barangl saranal umuml sangat lmerugikan, baikl barangl 

yang dirusakl tersebutl hanyal sebagian sajal ataul lseluruhnya, sehingga 

masyarakatl tersebutl tidakl dapat menggunakanl lagil saranal yang disediakanl 

oleh pemerintahl lagi.30 Menurutl Kamusl Besarl Bahasa Indonesial katal 

“pengrusakan” tidakl dapat diartikanl lsendiri. Namunl kata “rusalk” berartil 

sudahl tidak sempurnal (baikl, lutuh) lagi, jugal dapatl berartil hancur ataul lbinasa. 

lJadi, pengrusakan bisal berartil lproses, cara, dan l perbuatanl menghancurkanl 

 
30 lTheojunior, Franciscus, lDasar-Dasar Hukuml Pidana Dil Indonesia, Jakartal Timur, 

l2014, hlm. l179. 
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atau merusakkanl yang dilakukanl oleh orangl atau sekelompokl orang terhadapl 

barang orangl lain sehinggal menjadi tidakl sempurna (lbaik, utuh) llagi.31 

Soesilol memberikan penafsiranl mengenai pengrusakanl dan 

memberikanl batasan-batasanl yang termasukl kategori tindakl pidana 

pengrusakanl agar supayal tindak pidanal pengrusakan dapatl dihukum. lUnsur-

unsur pengrusakanl sebagai lberikut:  

1. Bahwal terdakwa telahl membinasakan, merusakkanl membuat sehinggal 

tidak dapatl dipakai lagil atau menghilangkanl sesuatu lbarang. 

2. Bahwal pembinasaan danl sebagainya itul harus dilakukanl dengan sengajal 

dan denganl melawan lhukum. 

3. Bahwal barang itul harus samal sekali ataul sebagian kepunyaanl orang 

llain.32 

Tindakl pidana pengrusakanl terjadi apabilal barang yangl telah dirusakl 

merupakan sesuatul yang bernilail bagi lmasyarakat, dengan terjadinyal 

pengrusakan barangl ini sangatl mengganggu ketenanganl masyarakat. 

Sebagaimanal aturan-aturanl yang telahl ditetapkan dalaml Pasal 406l ayat (1) 

Kitabl  Undang-Undangl  Hukum  lPidana,  berbunyi:  “Barangl  siapa   denganl 

sengaja danl dengan melawanl hak lmembinasakan, merusakkan, membuatl 

sehingga tidakl dapat dipakail lagi ataul menghilangkan sesuatul barang yangl 

sama sekalil atau sebagiannyal kepunyaan orangl lain, dihukuml penjara lselama-

 
31 Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan 

Kesehatan, 2013, hlm. 158-159. 
32 lSoesilo. R, Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal dengan lPenjelasannya. Bogor: 

lPolitea, 2015, lhlm. 278. 
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lamanya dual tahun delapanl bulan ataul denda lsebanyak-banyaknya lRp. 

4.500.”  

Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, 

baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, 

sehingga   pemilik  barang  tersebut  tidak   dapat  menggunakan   lagi   barang 

miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang 

bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat 

mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan. merusak barang milik 

orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang 

terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan 

tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai 

orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut. 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengusakan 

Penafsiranl mengenail pengrusakanl dan lbatasan-batasanl yangl termasuk 

kategoril tindakl pidanal pengrusakan agarl supayal tindakl pidana pengrusakanl 

dapatl ldihukum, Soesilo menguraikanl lunsur-unsurl pengrusakan sebagail 

lberikut: 

a. Bahwal terdakwal telahl membinasakan, merusakkanl membuatl sehinggal 

tidak dapatl dipakail lagil atau menghilangkanl sesuatul lbarang.  

b. Bahwal pembinasaanl danl sebagainya itul harusl dilakukanl dengan sengajal 

danl denganl melawan lhukum. 
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c. Bahwal barangl itul harus samal sekalil ataul sebagian kepunyaanl orangl 

llain.33 

Selainl itu, barangl yang telahl dirusak merupakanl sesuatu yangl bernilai 

bagil masyarakat, denganl terjadinya pengrusakanl barang inil sangat 

mengganggul ketenangan lmasyarakat. Sebagaimana laturan-aturan yangl telah 

ditetapkanl dalam Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal Pasal 406l KUH 

lPidana, hal inil memang merupakanl hasil pengembanganl hukum. 

Kemudianl Soesilo menjelaskanl lebih lanjutl makna Pasall 406 KUHl 

Pidana, yaknil kata membinasakanl sama denganl menghancurkan ataul merusak 

samal sekali, misalnyal membanting lgelas, cangkir, tempatl bunga sehinggal 

hancur, sedangl kata merusakkanl kurang daripadal membinasakan, misalnyal 

memukul lgelas, cangkir danl sebagainya, tidakl sampai lhancur, akan tetapil 

hanya pecahl sedikit retakl atau hanyal putus lpegangannya, sehingga membuatl 

sehingga tidakl dapat dipakail lagi, disinil harus demikianl rupa, sehinggal barang 

itul tidak dapatl diperbaiki llagi.34  

Ancamanl pidananya lebihl berat daripadal Pasal 406l dan merupakanl 

ketentuan khususl dari Pasall 406 ayatl (1) KUHl Pidana. Jikal pasal-pasall 

sebelumnya hanyal ada lkata-kata lmerusak, di sinil hanya menghancurkanl dan 

membuatl tidak dapatl dipakai. Kemudianl pengrusakan jugal dapat dilihatl pada 

Pasall 170 KUHl Pidana menentukanl bahwa barangl siapa yangl dimuka umuml 

bersama-samal melakukan kekerasanl terhadap orangl atau lbarang, dihukum 

penjaral selama-lamanyal 5 (limal) tahun 6l (enam) lbulan. Pengrusakan ringanl 

 
33 Soesilo. R, Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal dengan Penjelasannya. Bogor: 
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jenis tindakl pidana inil diatur dalaml ketentuan Pasall 407 KUHl Pidana denganl 

pengecualian sebagaimanal diterangkan dalaml Pasal 407l KUH Pidanal ayat 

(2). 

Ketentuanl Pasal 407l KUH Pidanal secara tegasl menyatakan bahwal 

perbuatan-perbuatanl yang dirumuskanl dalam Pasall 406 KUHl Pidana, jikal 

harga kerugianl yang disebabkanl tidak lebihl dari dual puluh limal rupiah, 

diancaml dengan tindakl pidana penjaral paling lamal tiga bulanl atau dendal 

paling banyakl enam puluhl rupiah. Padal waktu mengusutl perkara pengrusakanl 

ini, polisil senantiasa harusl menyelidiki berapakahl uang kerugianl yang 

diderital oleh pemilikl barang yangl telah dirusakl itu. Bilal tidak lebihl dari lRp. 

l2.500.000,- dikenakanl Pasal l407. Adapun lunsur-unsur padal Pasal 407l KUH 

Pidanal ayat 1 danl 2 jikal dirinci adalahl sebagai lberikut: 

a. lUnsur-unsur objektifl yang meliputil menghancurkan, lmerusak, membuat 

tidakl dapat dipakail atau lmenghilangkan. Suatu barangl dan seekorl hewan 

yangl seluruh ataul sebagian milikl orang llain. Harga kerugianl tidak lebihl 

dari lRp. 2.500.000,- 

b. lUnsur-unsurl subjektifl yang meliputil denganl sengajal dan melawanl 

lhukum. 

Menurutl Soesilol memberikanl penafsiran Pasall 170l KUHl Pidana 

bahwal yangl dilarangl pasal inil ialahl melakukanl kekerasan. Kekerasanl inil 

harusl dilakukan lbersama-lsama, artinyal oleh lsedikit-dikitnyal dual orang ataul 

 
Politea, 2015, hlm. 278. 

34 lLamintang, P.A.F & Theol Lamintang, Opl Cit., lhlm. 160. 
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llebih.35 lOrang-orang yangl hanya mengikutil dan tidakl benar-benarl turut 

melakukanl kekerasan, tidakl dapat turutl dikenakan pasall ini. Kemudianl 

kekerasan itul harus ditujukanl kepada orangl atau barangl dan kekerasanl itu 

harusl dilakukan dil muka lumum, karena kejahatanl itu memangl dimasukkan kel 

dalam golonganl kejahatan ketertibanl umum. 

Andil Hamzah memberikanl penafsiran Pasall 170 KUHl Pidana bahwal 

bagian intil atau unsurl delik inil adalah melakukanl kekerasan, dil muka umuml 

atau lterang-terangan (lopenlijk), bersama-lsama, dan ditujukanl kepada orangl 

atau barang.36 Andi Hamzahl menambahkan bahwal yang dilarangl ialah 

perbuatanl kekerasan yangl merupakan tujuanl bukan merupakanl alat ataul daya 

upayal untuk mencapail suatu kekerasanl yang dilakukanl biasanya merusakl 

barang ataul menganiaya ataul dapat pulal mengakibatkan sakitnyal orang ataul 

rusaknya barangl walaupun dial tidak bermaksudl menyakiti orangl atau 

merusakl barang, misalnyal perbuatan melemparl batu kepadal kerumunan orangl 

atau kepadal suatu lbarang, mengobrak-abrikl barang sehinggal dagangan 

lberantakan, membalikkan lkendaraan. Jadi, biasanyal kelompok massal atau 

massal yang marahl dan lberingas, tanpa pikirl akibat lperbuatannya, mereka 

melakukanl tindakan lkekerasan, sehingga terjadil kerusuhan, lkebakaran, orang 

lainl luka bahkan lmati. 

Kekerasanl yang dilakukanl di mukal umum disebutkanl juga kejahatanl 

terhadap ketertibanl umum, yaitul di tempatl orang banyakl (publik) dapatl 

melihat perbuatanl kekerasaan ltersebut. Kekerasaan yangl dilakukan bersamal 

 
35 Ibid., hlm. 161. 
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orang lainl atau kekerasaanl yang sedikitnyal dilakukan olehl dua orangl atau 

llebih. Kekerasaan yangl dilakukan tersebutl ditunjukan kepadal orang ataul 

barang ataul hewan, baikl itu kepunyaanl sendiri maupunl kepunyaan orangl lain. 

4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Pengusakan 

lFaktor-faktorl yangl menyebabkan terjadinyal suatul tindakanl 

pengrusakan didasaril lhal-hall sulit mengontroll diril sehinggal menyebabkan 

seseorangl melakukanl tindakl pidana baikl secaral perseoranganl maupun 

lberkelompok. Adapunl lfaktor-faktor penyebabl terjadinyal suatul pengrusakan 

yangl adal lditengah-tengah lmasyarakat, lyaitu: 

a. Faktorl lingkunganl yangl dimuat olehl lA. Lacassagnel dalam bukul Soejonol 

bahwal lingkungan yangl merupakanl faktorl yang mempengaruhil seseorangl 

untukl melakukan suatul tindakl lpidana. Faktor lingkunganl yangl 

mempengaruhil dampak tersebutl dimuatl mulail dari lingkunganl yangl 

memberil kesempatan untukl melakukanl tindakl pidana, lingkunganl 

pergaulanl yangl memberi contohl lmenyimpang, danl faktor lingkunganl 

ekonomil lrendah, kemiskinan, danl lkesengsaraan. 

b. Faktorl lingkunganl pergaulanl yang lberbeda-bedal salahl satu pengaruhl 

yangl sangatl besar dalaml menentukanl suatul kejahatan yangl bisal 

ldilakukan. Menurut lW.A Bongerl dalaml bukul Soejono menyatakanl bahwal 

pengaruhl lingkungan sangatl berpengaruhl besarl dalam mengikatl 

kepribadianl lseseorang, menjadikan dial seseorangl yangl baik ataul 

lsebaliknya.  

 
36 lHamzah, Andi, Hukuml Acara Pidanal Indonesia, lJakarta: Sinar lGrafika, 2014, lhlm. 5. 



 

 

27 

c. Faktorl kontroll sosiall yang menentukanl seseorangl dapatl melakukan suatul 

tindakl pidanal atau sebaliknyal karenal kuncil hal tersebutl adalahl keluargal 

atau masyakaratl yangl mempunyail kontrol lingkunganl yangl ketatl atau 

ldisiplin. sehingga, kemungkinan terjadinyal suatu kejahatanl tersebut lkecil. 

d. Faktorl keagamaan yangl disebabkan terjadinyal suatu tindakl pidana. 

Seseorangl yang jauhl dari agamal semakin besarl kemungkinan untukl 

melakukan kejahatanl atau sebaliknyal jika sesorangl dekat denganl agama 

makal untuk melakukanl suatu tindakl kejahatan akanl kecil.37 

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Istilah pertanggungjawaban dikenal dalam hukum pidana, pertanggung 

jawaban dalam bahasal belanda menyebutkanl toerekenbaarheid, dalaml bahasa 

Inggrisl criminal responsibilityl atau lcriminalliability. Roeslan Salehl 

menyebutkan pertanggungjawaban lpidana, sedangkan Moeljatnol mengatakan 

pertanggungjawabanl dalam hukuml pidana, ahlil hukum lainnyal lebih banyakl 

menyebutkan sebagail pertanggungjawaban lpidana.38 

Pertanggungjawabanl atau yangl dikenal denganl konsep liabilityl dalam 

segil falsafah lhukum, Roscoe Poundl menyatakan lbahwa: I..usel simple wordl 

“liability” forl the situationl whereby onel may exactl legaly and otherl is legaly 

subjeced tol the excaxtion. Pertanggungjawabanl pidana diartikanl Pound adalahl 

sebagai suatul kewajiban untukl membayar pembalasanl yang akanl diterima 

 
37 lChazawi, Adami, lOp Cit., lhlm. 155. 
38 Simamora, Sampur Dongan & Hertini, Mega Fitri, Hukum Pidana Dalam Bagan, 

Pontianak: FH Untan Press, 2015, hlm. 166. 
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pelakul dari seseorangl yang telahl dirugikan.39 Pertanggungjawaban yang 

dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan 

tetapil menyangkut pulal masalah lnilai-nilai morall ataupun kesusilaanl yang 

adal dalam suatul masyarakat.  

Selainl Roscoe lPound, ada beberapal para ahlil memberikan pengertianl 

pertanggungjawaban pidanal diantaranya: 

a. Simonsl mengatakan kemampuanl bertanggungjawab dapatl diartikan suatul 

keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya 

lpemidanaan, baik ditinjaul secara umuml maupun daril sudut orangnyal 

dapat ldibenarkan. Selanjutnya ldikatakannya, seorang pelakul tindak pidanal 

mampu bertanggungjawabl apabila: lPertama, mampu lmengetahui/ 

menyadari bahwal perbuatannya bertentanganl dengan lhukum. Kedua, 

mampul menentukan kehendaknyal sesuai denganl kesadaran ltadi.40 

b. Berbedal denganl lSimons, Van Hamell memberikanl pengertianl 

pertanggungjawaban pidanal adalah suatul keadaan normall psikis danl 

kemahiran  yangl   membawa   tigal  macam   lkemampuan,   yaitu   

lpertama, mampu untukl dapat mengertil makna sertal akibat lsungguh-

sungguh daril perbuatan-perbuatanl sendiri. lKedua, mampu untukl 

menginsyafi bahwal perbuatan-perbuatanl itu bertentanganl dengan 

 
39 Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2000, 

hlm. 65. 
40 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85. 
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ketertibanl masyarakat. lKetiga, mampu untukl menentukan kehendakl 

berbuat.41 

c. Pompel memberikanl pertanggungjawabanl pidana dalaml batasanl lunsur-

unsur yaitul kemampuan berpikirl pada pelakul yang memungkinkanl 

menguasai pikirannyal dan menentukanl kehendaknya, pelakul dapat 

mengertil makna danl akibat daril tingkah lakunyal serta pelakul dapat 

menentukanl kehendaknya sesuail dengan pendapatnyal (tentang maknal dan 

akibatl tingkah llakunya).42 

Mencermati pendapat-pendapat para ahli di atas, terlihat bahwa 

pertanggungjawabanl pidana berbedal dengan perbuatanl pidana. Perbuatanl 

pidana hanyal menunjuk kepadal dilarang danl diancamnya perbuatanl dengan 

suatul lpidana. Apakahl orang yangl melakukanl perbuatanl kemudian dijatuhil 

lpidana, tergantungl dari padal perbuatanl tersebutl mengandung lkesalahan. 

Sebabl asasl dalam pertanggungjawabanl hukuml pidanal adalah “tidakl dipidanal 

jikal tidak adal kesalahanl (Geenl straf zonderl lschuld; Actusl non facitl reuml nisil 

mens sisl lrea) yangl artinya penilaianl pertanggungjawabanl pidanal itu 

ditujukanl kepadal sikapl batin lpelakunya, bukanl penilaianl terhadap 

lperbuatannya. Pengecualianl prinsipl actus reusl danl mensl rea adalahl hanyal 

padal delik-delikl yangl bersifatl strict liabilityl (pertanggungjawabanl lmutlak), 

 
41 Hiarij, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka, 2014, hlm. 121. 
42 Prasetyo, Teguh, Op.Cit, hlm. 86. 
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dimana padal tindakl pidanal yang demikianl itul adanyal unsur kesalahanl ataul 

mensl rea tidakl perlul ldibuktikan.43 

Kesalahanl dalaml artil seluas-lluasnya, dapatl disamakan denganl 

pengertianl pertanggungjawabanl dalam hukuml lpidana. Didalamnyal 

terkandung maknal dapatl dicelanya sipembuatl ataul lperbuatannya. Jadi, 

apabilal dikatakanl bahwal orang itul bersalahl melakukanl sesuatu tindakl lpidana, 

makal itu berartil bahwal ia dapatl dicelal atasl perbuatannya. Berbicaral masalahl 

pertanggungjawabanl pidana sepertil halnya di atas, berarti berbicaral mengenai 

orangl yang melakukanl perbuatan lpidana.44  

Adal dua pandanganl mengenai pertanggungjawabanl pidana, yaitul 

pandangan yangl monistis olehl Simon danl pandangan yangl dualistis olehl 

Herman lKotorowicz. Menurut Pandanganl monistis, lunsur-unsur strafbaarl feit 

itul  meliputi  baikl unsur  perbuatanl yang laziml disebut unsurl objektif, 

maupunl unsur lpembuat, yang laziml disebut unsurl subjektif. Olehl karena 

dicampurnyal unsur perbuatanl dan unsurl pembuatnya, makal dapatlah 

disimpulakanl bahwa strafbaalr feit adalahl sama denganl syarat penjatuhanl 

pidana, sehinggal seolah-olahl dianggap bahwal kalau terjadil strafbaar lfeit, 

maka pastil pelakunya dapatl dipidana.45 

Makal dari itul para penganutl pandangan monistisl tentang strafbaarl feit 

ataul crminal actil berpendapat, bahwal unsur-unsurl pertanggungjawaban 

pidanal yang menyangkutl pembuat delikl yang meliputi: lPertama, Kemampuan 

 
43 Sjawie, Hasbullahl F., Pertanggungjawaban l Pidana Korporasil Pada Tindakl Pidana 

lKorupsi, Jakarta: Prenada Medial Group, 2015, lhlm. 11. 
44 Hiariej, Eddyl O.S., Op Cit., lhlm. 119. 
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lbertanggungjawab, yaitu mampul memahami secaral sunggu-sungguhl akibat 

yangl bertentang denganl ketertiban lmasyarakat, Kedua, mampul untuk 

menginsyafil bahwa perbuatanl itu bertentanganl dengan ketertibanl masyarakat 

danl mampu untukl menentukan kehendakl berbuat. Ketigal kemampuan 

tersebutl bersifat lkomulatif. Artinya salahl satu sajal kemampuan 

bertanggungjawabl tidak lterpenuhi, maka seseorangl dianggap tidakl dapat 

dipertanggung jawabkan.46 

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana 

Pelakul tindak pidanal atau seseorang tidak akanl tidak akanl dimintai 

pertanggungjawabanl pidana ataul dijatuhi pidanal apabila tidakl melakukan 

perbuatanl pidana danl perbuatan pidanal tersebut haruslahl melawan lhukum, 

namun meskipunl dia melakukanl perbuatan lpidana, tidaklah dial selalu dapatl 

dipidana, orangl yang melakukanl perbuatan pidanal hanya akanl dipidana 

apabilal dia terbuktil secara sahl dan meyakinkanl melakukan lkesalahan. Dari 

uraian tersebutl di atas, adapun lsyarat-syarat dapatl tidaknya dimintail 

pertanggungjawaban (pidanal) kepada seseorangl harus adanyal kesalahan. 

Kesalahanl dapat dibedakanl menjadi 3l (tiga) bagianl yaitu: 

a. Adanyal kemampuan bertanggungl jawab 

Kemampuanl bertanggungjawab dapatl dilihat daril keadaan batinl 

orang yangl melakukan perbuatanl pidana untukl menentukan adanyal 

kesalahan, yangl mana keadaanl jiwa orangl yang melakukanl perbuatan 

 
45 Muladi & Priyatno, lDwidja, Pertanggungjawaban Pidana l Korporasi, Jakarta: 

Kencanal Prenadamedia lGroup, 2010, hlm. l63. 
46 Hiariej, Eddyl O.S., Op Cit., lhlm. 128. 
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pidanal haruslah sedemikianl rupa sehinggal dapat dikatakanl normal, sehat 

inilahl yang dapatl mengatur tingkahl lakunya sesuail dengan lukuran-ukuran 

yangl dianggap baikl oleh masyarakat. 

Sementaral bagi orangl yang jiwanyal tidak sehatl dan normall maka 

lukuran-ukuran tersebutl tidak berlakul baginya danl tidak adal gunanya 

untukl diadakan lpertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskanl dalam 

ketentuanl Bab IIIl Pasal 44l KUHP yangl berbunyi sebagail berikut: 

1) Barangl siapa mengerjakanl sesuatu perbuatanl yang tidakl dapat 

dipertanggungjawabkanl kepadanya karenal kurang sempurnal akalnya 

atau karenal sakit berubahl akal tidakl boleh ldihukum. 

2) Jikal nyata perbuatanl itu tidakl dapat dipertanggungjawabkanl 

kepadanya karenal kurang sempurnal akalnya karena sakitl berubah akall 

maka hakiml boleh memerintahkanl menempatkan dil rumah sakitl gila 

lselama-lamanya satul tahun untukl diperiksa. 

3) Yangl ditentukannya dalaml ayatl di atas lini, hanya berlakul bagil 

Mahkamahl Agung, Pengadilanl Tinggil danl Pengadilan lNegeri. 

Ketidakmampuanl bertanggungjawab denganl alasan masihl muda 

usial tidak bisal didasarkan padal Pasal 44l KUHP. Yangl dimaksud tidak 

mampul bertanggungjawab ialah alasanl pengahapusan pidanal yang umuml 

yang dapatl disalurkan daril alasan-alasanl khusus sepertil tersebut dalaml 

Pasal l44, 48, l49, 50 danl 51 lKUHP. Jadi yangl tidak mampul bertanggungl 

jawab itul bukanl saja karenal pertumbuhanl jiwanyal yang cacatl ataul karenal 

gangguan lpenyakit, tetapil karenal umumnya masihl muda, terkena Hipnotis 

dan sebagainya.  

Anakl yang melakukanl perbuatan pidanal tidak mempunyail 

kesalahan karenal dia sesungguhnyal belum mengertil atau beluml 

menginsyafi maknal perbuatan yangl dilakukan. Anakl memiliki ciril dan 
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karakteristikl kejiwaan yangl khusus yaknil belum memilikil fungsi batinl 

yang sempurnal sehingga tidakl mempunyai kesalahanl berupa kesengajaanl 

dan lkealpaan, maka anakl belum cukupl umur inil pun tidakl pidana. 

b. Adanyal kesalahan (kesengajaanl dan lkelalaian) 

Dipidananyal seseorang, tidaklahl cukup orangl itu melakukanl 

perbuatan yangl bertentangan denganl hukum ataul bersifat melawanl 

hukum. Jadil meskipun rumusannyal memenuhi rumusanl delik dalaml 

undang-undangl dan tidakl dibenarkan karenal hal tersebutl belum 

memenuhil syarat penjatuhanl pidana. Untukl itu pemidanaanl masih perlul 

adanya lsyarat, yaitu bahwal orang yangl melakukan perbuatanl itu 

mempunyail kesalahan ataul bersalah (subectivel guilt). Disinilahl 

pemberlakuan lAsas “Tiada Pidanal Tanpa lKesalahan” (geen strafl zonder 

lschuld) atau nullal poena sinel culpa. Daril apa yangl telah disebutkanl di 

atas, maka dapatl dikatakan bahwal kesalahan terdiril dari beberapal unsur 

lialah: 

1) Adanyal kemampuan bertanggungjawabl pada sil pembuat 

(schuldfahigkeitl atau lZurechnungsfahigkeit): artinya keadaanl jiwa sil 

pembuat harusl normal. 

2) Hubunganl batin antaral si pembuatl dengan perbuatannyal berupa 

kesengajaanl atau lkealpaan: ini disebutl bentuk-bentukl kesalahan. 

3) Tidakl adanya alasanl yang mengahapusl kesalahan ataul tidak adal 

alasan lpemaaf. 
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Apabilal ketiga unsurl tersebut di atas terpenuhil maka orangl yang 

bersangkutanl bisa dinyatakan bersalahl atau mempunyail pertanggung 

jawaban pidana, sehinggal bisa ldipidana. Sekalipun kesalahanl telah 

diterimal sebagai unsurl yang menentukanl pertanggungjawaban pembuat l 

tindak lpidana, tetapi mengenail bagaimana memaknail kesalahan masihl 

terjadi perdebatanl diantara paral ahli. Vanl Hamel mengatakanl bahwa 

kesalahanl dalam suatul delik merupakanl pengertian lPsichologis, 

perhubungan antaral keadaan sil pembuat danl terwujudnya lunsur-unsur 

delikl karena lperbuatannya. 

Kesalahanl adalah pertanggungjawabanl dalam hukuml (schuld isl de 

verantwoordelijkeheidl rechttens). Sedangkanl simons menyebutkanl bahwa 

kesalahanl adalah adanyal keadaan physchisl yang tertentul pada orangl yang 

melakukanl tindak pidanal dan adanyal hubungan antaral keadaan tersebutl 

dengan perbuatannyal yang dilakukanl sedemikian lrupa, untuk adanyal 

suatu kesalahanl harus diperhatikanl dua hall disamping melakukanl tindak 

lpidana: 

1) Adanyal keadaan physchisl (bathin) yangl tertentu, danl 

2) Adanyal hubungan tertentul antara keadaanl bathin denganl perbuatan 

yangl dilakukan hinggal menimbulkan lcelaan. 

Kedual hal di atas mempunyail hubungan yangl sangat lerat, bahkan 

yangl pertama merupakanl dasar bagil adanya yangl kedua, ataul yang kedual 

tergantung padal yang lpertama. Setelah mengetahuil pengertian daril pada 

lkesalahan, maka kesalahanl itu sendiril terbagi menjadil dua lbentuk, yaitu: 
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1) Denganl sengaja (dolusl) 

Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (criminal lwetboek) 

tahun 1809l dicantumkan: “sengajal ialah kemauanl untuk melakukanl 

atau tidakl melakukan perbuatanl yang dilarangl atau diperintahkanl oleh 

lundang-undang”. Pada Memoril Van Toelichtingl (Mvt) Menteril 

Kehakiman sewaktul pengajuan Criminall Wetboek tahunl 1881 (yangl 

menjawab Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal Indonesia l1915), 

dijelaskan: “sengajal” diartikan ”denganl sadar daril kehendak 

melakukanl suatu kejahatanl tertentu”. 

Beberapal sarjana merumuskanl de willl sebagai lkeinginan, 

kemauan, lkehendak, dan perbuatanl merupakan pelaksanaanl dari 

lkehendak. De willl (kehendak) dapatl ditujukan terhadapl perbuatan 

yangl dilarang danl akibat yangl dilarang. Adal dua teoril yang berkaitanl 

dengan pengertial “sengaja” yaitul toeri kehendakl dan teoril 

pengetahuan ataul membayangkan. Menurutl teori pengetahuanl atau 

teoril membayangkan, manusial tidak mungkinl dapat menghendakil 

suatu akibatl karena manusial hanya dapatl lmenginginkan, 

mengharapkan, ataul membayangkanl adanyal suatu akibatl adalahl 

sengajal apabila suatul akibatl yangl ditimbulkan karenal suatul tindakanl 

di bayangkanl sebagail maksudl tindakan danl karenal itul tindakan yangl 

bersangkutanl dilakukanl sesuai denganl bayanganl terlebihl dahulu telahl 

ldiabuat. Teoril menitik beratkanl padal apa yangl diketahuil ataul 

dibayangkan sipembuatl ialahl apal yang akanl terjadil padal waktu ial 
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lberbuat. Berbedal dengan teoril lpengetahuan, teoril kehendak, sengajal 

adalahl kehendakl untuk mewujudkanl lunsur-unsurl delik dalaml 

rumusanl lundang-undang. 

Adal dua istilahl lagi yangl berkaitan denganl sengaja, yaitul 

“niat” (voorhomenl) dan denganl rencana terlebihl dahulu (meetl 

voorberacterade). Dalaml Pasal 53l KUHP tentangl Percoabaan dil 

katakan “percobaanl melakukan kejahatanl di pidanal jika niatl untuk itul 

telah ternyatal dari adanyal permulaan pelaksanaanl dan tidakl selesainya 

pelaksanaanl itu bukanl semata-matal di sebabkanl karena kehendaknyal 

sendiri”. Adapunl pembagian jenisl sengaja yangl secara tradisionall 

dibagi tigal jenis yaitul antara llain: 

a) Sengajal sebagai maksudl (opzet alsl oogemark)  

b) Sengajal dengan kesadaranl tentang kepastianl (opzet metl 

bewustheid vanl zakerheid of lnoodzakelijkheid). 

c) Sengajal dengan kesadaranl kemungkinan sekalil terjadi (opzetl met 

lwaarschijkheidbewustzjin). 

Perkembanganl pemikiran dalaml teori itul ternyata jugal di ikutil 

dalam praktekl peradilan dil Indonesia. Didalaml beberapa lputusannya, 

Hakim menjatuhkanl putusannya tidakl semata-matal kesengajaan 

sebagail kepastian, tetapil juga mengikutil corak-corakl yang llain. Jadi 

dalaml praktek peradilanl semacam itul sangat mendekatil nilai keadilanl 

karena hakiml menjatuhkan putusanl sesuai denganl tingkat kesalahanl 

seorang lTerdakwa. 
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2) Kelalaianl (culpa) 

lUndang-undang tidakl memberikan definisil yang dimaksudl 

dengan kelalaianl itu. Tetapil hal tersebutl dapat dilihatl dalam Mvtl 

(Memori vanl toelichting) mengatakanl bahwa kelalaianl (culpa) terletakl 

antara sengajal dan lkebetulan. Hazewinkel Suringal mengatakan bahwal 

delik culpal merupakan delikl semu sehinggal diadakan penguranganl 

pidana. Bahwal kelalaian itul terletak antaral sengaja danl kebetulan. 

Dalaml Memori jawabanl Pemerintah (MvAl) mengatakan bahwal siapa 

yangl melakukan kejahatanl dengan sengajal berarti mempergunakanl 

salah lkemampuannya, sedangkan siapal karena salahnyal (culpa) 

melakukanl kejahatan berartil mempergunakan kemampuannyal yang ial 

harus mempergunakan.47 

lSelanjutnya, delik kelalaianl itu dalaml rumusan lundang-undang 

adal dua lmacam, yaitu delikl kelalaian yangl menimbulkan akibatl dan 

yangl tidak menimbulkanl akibat, tetapil yang diancaml dengan pidanal 

adalah perbuatanl ketidak lhati-hatian itul sendiri. Perbedaanl antara 

keduanyal sangat mudahl dipahami, yaitul bagi kelalaianl yang 

menimbulkanl akibat kelalaianl itu makal terciptalah delikl kelalaian, 

Misall Pasal 359l KUHP, sedangkanl bagi yangl tidak perlul 

menimbulkan lakibat, dengan kelalaianl atau kekurangl hati-hatianl itu 

sendiril sudah diancaml dengan lpidana. 

 

 
47 Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 125. 
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c. Tidakl adanya alasanl penghapus pidanal 

Salahl satu untukl dapat dimintail pertanggungjawaban pidanal bagi 

seseorangl yakni, apakahl kepada orangl tersebut adal atau tidaknyal alasan 

penghapusl pidana. Dalaml KUHP dimuatl dalam Babl I Bukul III tentangl 

lhal-hal yangl menghapuskanl atau memberatkanl pengenaanl lpidana. 

Sebagaimana diketahuil bahwal KUHPl yang berlakul sekarangl inil secara 

umuml dapatl dibagil menjadi dual bagianl umuml yang terdapatl dalaml 

bagianl kesatu (tentangl peraturanl lumum) dan bagianl khususl yangl terdiri 

daril dual bukul sebagaimana terdapatl dalaml bukul kedua (tentangl 

lkejahatan) danl buku ketigal tentangl pelanggaranl (yang berlakul secaral 

khususl bagi tindakl pidanal tertentul sebagaimana yangl dirumuskanl dalaml 

pasal ltersebut). 

Dil dalam bagianl pertamal bukul umum yangl terdapatl dalaml buku 

kesatul (tentangl pengaturanl umum) secaral keseluruhanl membahasl tentang 

adanyal alasanl penghapusl pidana yaitul sebagail lberikut: 

1) Alasanl pemaafl  

Mengenail alasan pemaafl hall ini tertuangl dalaml Pasall 44, Pasall 

48 sampail denganl Pasall 51 lKUHP, sebabl Pasall 45 sampail denganl 

Pasall 47 KUHPl telahl dicabutl berdasarkan Pasall 63l lUndang-Undang 

lNo. 3 Tahunl 1997 tentangl Peradilan lAnak. Adapun bunyil dari lpasal-

pasal tersebutl yaitu: 

Pasall 44 KUHPl (pelaku yangl sakit/terganggul jiwanya) lberbunyi: 
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(1) Barangl siapa mengerjakanl suatu lperbuatan, yang tidakl dapat 

dipertanggunjawabkanl padanya karenal kurang sempurnal akalnya 

ataul karena sakitl berubah akall tidak dapatl ldihukum. 

(2) Jikal nyatal perbuatanl itu tidakl dapatl dipertanggungjawabkanl 

kepadanya, karenal kurang sempurnal akalnya ataul karena sakitl 

berubah akalnyal makal hakiml boleh memerintahkanl dial dil rumah 

sakitl gilal lselama-lamanya satul tahunl untukl diperiksa. 

(3) Yangl ditentukanl dalaml ayat diatasl inil hanyal berlaku bagil 

Mahkamahl lAgung, Pengadilan Tinggil danl Pengadilanl Negeri. 

Dalaml Pasall 44l KUHP inil mempunyail maksudl bahwa 

terhadapl pelakul yangl sakit jiwanyal ataul terganggul jiwanya terjadil 

sebeluml perbuatanl dilakukan. Disampingl itul berdasarkanl ayat 3l lini, 

kewenanganl untuk menghukuml pelakul adalahl hakim (kewenanganl inil 

tidakl ada padal polisil maupunl jaksa penuntutl lumum) berdasarkanl 

saksi ahlil dalaml ilmul kejiwaan (Psikiatril). Walaupunl demikianl hakim 

dalaml memberikanl putusannyal tidak terkaitl denganl keteranganl yang 

diberikanl olehl lpsikiatri, Hakim dapatl menolakl ataul menerima 

keteranganl Psikiatril berdasarkanl kepatutan ataul lkepantasan. 

Pasall 48l KUHPl (perbuatan yangl dilakukanl dalaml keadaan lterpaksa) 

yangl lberbunyi : 

“Barangl siapa melakukanl perbuatan karenal terpaksa olehl sesuatu 

kekuasaanl yang tidakl dapat ldihindarkan, tidak bolehl dihukum”. 

Dalaml Pasall 48l KUHP inil tidakl merumuskanl apa yangl 

dimaksudkanl denganl paksaan ltersebut, akanl tetapil menurut Memoril 

vanl Toelichingl yang dimaksudl denganl paksaanl itu adalahl suatul 

lkekuatan, suatu ldorongan, suatul paksaanl yang tidakl dapatl dilawanl 
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tidak dapatl dil ltahan.48 Jadi, tidak setiapl paksaan itul dapat dijadikanl 

alasan pengahpusl pidana, akanl tetapi hanyal paksaan yangl benar-benarl 

tidak dapatl dilawan lagil oleh lpelaku, sehingga olehl sebabnya adanyal 

paksaan itulahl ia melakukanl tindak pidanal maka kepadanyal tidak bisal 

dimintai pertanggungjawabanl pidana. 

Pasall 49 ayatl 1 KUHPl (perbuatan yangl dilakukan untukl membela 

ldiri) yang lberbunyi: 

“Barangl siapa melakukanl perbuatan yangl terpaksa dilakukannyal 

untuk mempertahankanl dirinya, ataul diri orangl lain, mempertahankanl 

kehormatan ataul harta bendal sendiri ataul kepunyaan orangl lain, daril 

pada seranganl yang melawanl hak danl mengancam denganl segera padal 

saat itul juga, tidakl boleh ldihukum”. 

Dalaml hall ini, Hakiml lahl yangl berperan dalaml menentukanl 

apakahl benar terdapatl hubunganl kausall antara suatul peristiwal yangl 

mengakibatkan kegoncanganl jiwal pelakul sehingga ial melakukanl 

suatul pembelaan yangl melampauil lbatas, sedangkan perbuatanl itul 

sesungguhnyal tindak lpidana. Jadil sebenarnyal perbuatan itul tetapl 

merupakanl perbuatan yangl melawanl lhukum, akan tetapil pelakunyal 

dinyatakanl tidak bersalahl ataul kesalahannyal di lhapuskan.  

Pasall 50 KUHPl (melaksanakan peraturanl perundang-lundangan) yang 

lberbunyi: 

(1) Barangl siapa yangl melakukan perbuatanl yang menjalankanl 

peraturan lperundang-indangan tidakl boleh ldihukum. 

 

(2) Perintahl jabatan yangl diberkanoleh kuasal yang tidakl berhak tidakl 

membebaskan daril hukuman, kecualil oleh pegawail yang 

dibawahnyal atas kepercayaanl memandang bahwal perintah itul 

 
48 lSoesilo, R., Kitab lUndang-Undang Hukuml Pidana (KUHPl) serta lKomentar-

Komentar Lengkapnyal Pasal demil Pasal, Bogor: lPoliteia, 1996, hlm l61. 
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seakan-akanl diberikan olehl kuasa yangl berhak denganl sah danl 

menjalankan perintahl itu menjadil kewajiban pegawail dibawah 

pemerintahl tadi. 

Dalaml penjelasan pasall ini menentukanl pada prinsipnyal orang 

yangl melakukan suatul perbuatan meskipunl itu merupakanl tindak 

lpidana, akan tetapil karena dilakukanl karena perintahl undang-undangl 

si pelakul tidak dapatl dimintai lpertanggunjawaban, asalkan perbuatanl 

nya itul dilakukan untukl kepentingan lumum. 

Pasall 51 KUHPl (melakukan perintahl jabatan yangl sah) yangl 

lberbunyi: 

1) Barangl siapal melakukanl perbuatan untukl menjalankanl perintahl 

jabatan yangl diberikanl olehl kuasa yangl berhakl akanl tidak berhakl 

ldihukum.  

2) Perintahl jabatanl yangl diberikan olehl kuasal yangl tidak berhakl 

tidakl membebaskanl dari lhukuman, kecualil olehl pegawai yangl 

dibawahnyal atasl kepercayaan memandangl bahwal perintahl itu 

lseakan-akanl diberikanl oleh kuasal yangl berhakl dengan sahl danl 

menjalankanl perintah itul menjadil kewajibanl pegawai yangl 

dibawahl pemerintahl tadi. 

Dalaml hall inil ada alasanl pemaafl untukl menghapuskan 

kesalahannyal walaupunl suatul perintah yangl ial laksanakanl sah ataul 

tidakl sahl dengan lsyarat, perintahl itul dipandang sebagail perintahl yangl 

syah, dilakukanl denganl itikadl baik danl pelaksanaannyal perintahl itu 

harusl dalam ruangl lingkupl ltugas-tugasnya (yangl biasanyal ial lakukan). 

lSebaliknya, jikal perintahl itu tidakl meliputil ruangl lingkup 

tugastugasnyal yangl biasal ia llakukan, makal itikadl baiknya melakukanl 

perintahl itu ldiragukan. 
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2) Tidakl adanyal alasanl pembenar 

Didalaml bagianl lkedua, terdapat jugal bagianl khususl yang 

tertuangl dalaml bukul kedua (pengaturanl lkhusus) secaral keseluruhan 

membahasl tentangl adanyal alasan penghapusl pidanal yaitul di dalam 

Pasal 166l KUHP: 

Ketentuanl Pasal 164l dan 165l KUHP tidakl berlaku bagil orang jikal 

pemberitahuan itul akan mendatangkanl bahaya penuntutanl bagi 

ldirinya, bagi salahl seorang kauml keluarganya sedarahl atau 

keluarganyal karena perkawinanl dalam keturunanl yang lurusl atau 

derajatl kedua ataul ketiga daril keturanan menyimpangl dari suaminyal 

(istrinya) ataul bagi orangl lain, yangl kalau ldituntut, boleh ial meminta 

supayal tidak usahl memberikan keteranganl sebagai lsaksi, berhubungan 

denganl jabatan ataul pekerjaannya. 

Jadil menurut Pasall 166 lKUHP, kedua pasall tersebut (164l dan 

l165) tidak berlakul apabila sipelakul melakukan ltindak-tindak pidanal 

itu untukl menghindarkan daril penuntutan pidanal terhadap dirinyal 

sendiri ataul terhadap sanakl keluarga dalaml keturunan lurul dan 

kesampungl sampai derajatl ketiga, ataul terhadap suamil atau istril atau 

terhadapl sesorang dalaml perkaranyaia dapatl dibebaskan daril 

kewajiban memberikanl kesaksian dimukal sidang lpengadilan.49 

Pasall 186 Ayatl (1) lKUHP: 

“Saksil dan tabibl yang menghadiril perkelahian satul lawan satul tidak 

dapatl dihukum”. 

Dil Negara Indonesial perbuatan sepertil ini diaturl dalam Babl VI 

KUHPl yaitu tentangl perkelahian “satul lawan lsatu” yang terdapatl 

dalam Pasall 182 sampail dengan Pasall 186 lKUHP. Akan tetapil saksi-

 
49 lProdjodikoro, Tindak-Tindakl Pidana Tertentul di lIndonesia, Bandung: Refikal 

Aditama, 2002, lhlm. 224-225. 
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saksil atau medisl yang menghadiril atau menyaksikanl perang tandingl 

ini (misalnyal dalam olaragal tinju, lkarate, dan lainl sebagainya) tidakl 

dapat bolehl dihukum berdasarkanl Pasal 186l ayat (1) lini.50 

Pasall 314 ayatl (1) lKUHP: 

“Kalaul orang yangl dihinakan denganl keputusan hakiml yang sudahl 

tetap, telahl dipersalahkan denganl melakukan perbuatanl yang 

dituduhkanl itu, makal tidak bolehl dijatuhkan hukumanl karena 

lmemfitnah”. 

Dalaml hal inil ada satul hal yangl dapat menghilangkanl sifat 

melawanl hukumnya perbuatanl itu, yaitul apabila ternyatal apa yangl 

dilakukan (yangl dituduhkan/ldihinakan) kepada orangl itu, terbuktil 

benar karenal keputusan hakiml yang telahl mempunyai kekuatanl 

hukum ltetap. Dengan katal lain orangl yang dihinakanl itu telahl dijatuhi 

pidanal terhadap perbuatanl yang ldihinakan/dituduhkan lkepadanya. 

Oleh karenal itu sifatl melawan hukuml yang dilakukanl oleh si penghina 

ataul pencemar namal baik dihapuskanl (hulang).51 

C. Tinjauan Umum tentang Barang  

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 

Pasal 1 ayat (5), ”barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan 

maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, 

digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.” Barang 

mengacu pada bahan yang memuaskan keinginan manusia. 

 
50 lIbid., hlm. l168-169. 
51 lIbid., hlm. l56-57. 



 

 

44 

Pengertianl yang palingl luas perkataanl barang atau benda adalahl 

segala sesuatul yang dapatl dihaki olehl orang. Yangl berarti bendal sebagai 

obyekl dalam lhukum. Ada jugal perkataan bendal dipakai dalaml arti yangl 

sempit, yaitul sebagai barangl yang dapatl dilihat lsaja, ada jugal dipakai jikal 

yang dimaksudl kekayaan lseorang. Jika barang atau bendal itu dipakail dalam 

artil kekayaan seorangl maka, barang itul meliputi lbarang-barang yangl tak 

dapatl dilihat yaitul hak-hak, misalnyal hak-hakl piutang ataul penagihan 

sebagail mana seorangl dapat menjuall dan menggadaikanl hak-lhaknya. 

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian barang atau benda 

adalahl segala sesuatul yang dapatl menjadi obyekl hak lmilik. Yang dapatl 

menjadi obyekl hak milikl dapat berupal barang dan dapat pulal berupa lhak, 

seperti hakl cipta, hakl paten, danl lain-lain. Namunl pengertian barang yangl 

dimaksud olehl KUH Perdata adalah barang berwujudl seperti kendaraanl 

bermotor, ltanah, dan llain-lain. Sedangkanl barang tak berwujudl seperti hakl 

cipta, lpaten, tdak diaturl oleh KUH Perdata, melainkanl diatur dalaml 

undang-undangl tersendiri, yaitul Undang-Undangl Perlindungan HKIl (Hak 

Atasl Kekayaan lIntelektual).52  

Soedimanl Kartohadiprodjo mendefinisikan barang atau bendal adalah 

semual barang yangl berwujud danl hak (kecualil hak lmilik). Sedangkan 

Sofwan, memberi pengertian benda atau barang ialah barangl yang berwujudl 

yang dapatl ditangkap denganl pancaindra, tapil barang yangl tak berwujudl 

termasuk bendal juga. Selanjutnya menurutl Subekti, perkataanl benda (zaak) 
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dalaml arti luasl ialah segalal sesuatu yangl dapat dihakil oleh lorang, dan 

perkataanl dalam artil sempit ialahl sebagai barangl yang dapatl terlihat lsaja. 

Apeldoorn, menyatakan benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yangl 

merupakan obyekl hukum. Hakikatl benda adalahl sesuatu hakikatl yang 

diberikanl oleh hukuml obyektif.53 

Jadil di dalaml KUH Perdata, kata zaakl mempunyai dual arti, yaitul 

barang berwujudl dan bagianl dari padal harta lkekayaan, yang termasukl zaak 

selainl dari padal barang yangl berwujud, jugal beberapa hakl tertentu sbagail 

barang yangl tak lberwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang 

tak berwujud. Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam 

buku kedua KUH Perdata dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus 

dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru. 

Barang atau benda dalam hukum perdata diatur dalam Buku II KUH 

Perdata. Sejak tanggal 24 september 1960, terjadi perubahan tentang hukum 

benda, khususnya benda tetap (tanah) secara signitifikan.54 Buku kedua KUH 

Perdata mempergunakan perkataan benda dalam dua arti, tetapi yang paling 

banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda 

berwujud). Karena Buku Kedua KUH Perdata kebanyakan membicarakan 

hak-hak atas barang-barang, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut 

hanya bisa dipikirkan saja. 

 
52 Meliala, Djaja S., Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum 

Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 4. 
53 Simanjuntak, P.N.H., Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 176. 
54 Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, 

2016, hlm. 103. 
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Berdasarkan uraianl di latas, dapat dipahamil bahwa barang merupakan 

suatu benda berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak 

memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam 

mengejar kenikmatan. Barang ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat 

bagi keperluan hidup seorang manusia. Kemudian, terdapat juga konsep lain 

mengenai barang atau benda yaitu, benda merupakan terjemahan dari bahasa 

aslinya, bahasa Belanda, zaak. Pembentuk undang-undang merumuskan benda 

(zaak) dalam Pasal 499 KUH Perd, yaitu semua benda dan hak. Hak disebut 

juga ”bagian dari harta kekayaan”, harta kekayaan meliputi benda, hak, dan 

hubungan hukum tentang benda dan hak yang diatur dalam Buku II dan Buku 

III KUH Perdata, sedangkan zaak meliputi benda dan hak yang diatur Buku II 

KUH Perdata. 

 


